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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil. 

Menurut  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas lainnya, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa 

“Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, dan 

merata penyelenggara tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

(Prof. Dr. Miftah thoha, MPA. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia) 

 

Pegawai negeri sipil juga adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi 

masyarakat, sebagai unsur aparatur Negara mengandung pengertian bahwa 

pegawai negeri sipil merupakan sebagian dari aparatur Negara secara keseluruhan. 
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Pegawai negeri sipil tidak saja pada aparat eksekutif, tetapi juga aparat Negara 

lainnya.  

 

Sebagai abdi Negara mengandung pengertian bahwa pegawai negeri sipil harus 

selalu melaksanakan tugas-tugas Negara dan mendahulukan kepentingan Negara 

diatas kepentingan pribadi dan golongan. 

 

Sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan 

tugas pegawai negeri sipil harus tetap berusaha melayani kepentingan masyarakat 

dan memperlancar segala urusan anggota masyarakat. 

 

Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan, Pegawai negeri sipil adalah 

seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pemerintah sebagai unsur aparatur Negara, 

Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah 

dan pembangunan secara professional dengan diberi imbalan gaji sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

(Amanda. 2005. Pedoman Manajemen Pegawai Negeri Sipil). 

 

2.2 Jenis Pegawai Negeri 

 
Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, 

disebutkan pegawai negeri sipil terdiri dari : 

a. Pegawai negeri Sipil 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 

a. Pegawai negeri sipil pusat, dan 

b. Pegawai negeri sipil daerah ( Pasal 2 ayat (2) UU nomor 43 tahun 1999 ). 

Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan 

pada Angaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada departemen, 

lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi 

Negara, instansi vertical di daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan 

pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya. 

(Penjelasan pasal 1 ayat (2) huruf a UU Nomor 43 Tahun 1999 ). 

 

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai negeri sipil daerah provinsi/ 

kabupaten / kota yang gajinya dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi 

induknya (penjelasan pasal 1 ayat (2) huruf a UU Nomor 43 Tahun 1999). 

 

2.3 Pembinaan Pegawai Negeri 

Istilah “ Pembinaan” merupakan suatu istilah yang baru dalam administrasi 

kepegawaian Republik Indonesia, pembinaan diarahkan untuk menjamin 

penyelenggaraan tugas Pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna, bersih, 

berkwalitas tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur 

Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat. 
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2.4  Sistem Pembinaan Pegawai Negeri 

 

Untuk mencapai pegawai negeri sipil yang benar –benar berguna dan berhasil 

guna sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat, 

pembinaan dilaksanakan dengan system karier dan system prestasi kerja. 

 

Sistem karier adalah suatu system kepegawaian, dimana untuk pengangkatan 

pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam 

pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-

syarat obyektif lainnya juga menentukan. 

 

Sistem Prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian, dimana untuk 

pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau naik pangkat 

didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. 

Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi 

kerja dibuktikan secara nyata. Sistem prestasi kerja tidak memberikan 

penghargaan terhadap masa kerja. (Amanda 2005 ; 28) 

 

Sistem yang dianut dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, menganut sistem karier dan sistem prestasi kerja namun 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. (Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 43 

Tahun1999). 
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2.5. Hak Kewajiban Serta Larangan Pegawai Negeri Sipil. 

 

2.5.1 Hak Pegawai Negeri Sipil  

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh objek hukum kepada subjek hukum 

dimana dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu badan 

kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Ketentuan 

hak Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

 

Hak Pegawai Negeri Sipil itu semua tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut hanyalah tentang kewajiban serta larangan bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Dengan mengacu terhadap peraturan perundang-undangan tersebut maka Pegawai 

Negeri Sipil yang ada di negeri ini dapat menuntut haknya apabila hak yang ada 

tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut, tetapi dalam hal 

tersebut Pegawai Negeri Sipil yang ada haruslah memenuhi kewajiban terlebih 

dahulu. 

 

2.5.2 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang melibatkan kepada seseorang, mau 

tidak mau harus dilaksanakan, kewajiban merupakan sesuatu yang harus 

dilaksanakan atau dilakukan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. 
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Kewajiban Pegawai Negeri Sipil merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sesuatu 

peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Setiap PNS wajib:  

a. mengucapkan sumpah/janji PNS;  

b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;  

c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah;  

d. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;  

e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;  

f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;  

g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, 

dan/atau golongan;  

h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan;  

i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

negara;  

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama 

di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;  

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;  
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l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;  

m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya;  

n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;  

o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;  

p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;  

q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.  

 

2.5.3 Larangan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan 

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Larangan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang: 

a. menyalahgunakan wewenang;  

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;  

c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional;  

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing;  
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e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah;  

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara;  

g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 

diangkat dalam jabatan;  

h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;  

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;  

j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;  

k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, 

atau DPRD; dan 

l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden serta 

dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi 

Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai 

peraturan perundangundangan; dan memberikan dukungan kepada calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 
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2.6 Beberapa Hal Yang Berkenaan Dengan Kepangkatan 

2.6.1 Kenaikan Pangkat  

2.6.1.1 Pengertian Kenaikan Pangkat 

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Pangkat 

adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 

jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 

pengkajian. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri atas pengabdian yang telah dilakukan kepada Negara (Pasal 1 

angka 1 PP Nomor 99 tahun 2000). Kenaikan pangkat dapat merupakan hak 

seseorang Pegawai Negeri atau dapat saja merupakan kepercayaan dan 

penghargaan yang diberikan karena telah menunjukkan prestasi yang tinggi. 

 

Kenaikan pangkat regular atau disebut juga kenaikan pangkat pada umumnya 

adalah merupakan hak, maka jika seseorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan, tanpa terikat jabatannya dapat dinaikkan 

pangkatnya, kecuali apabila ada alasan-alasan yang sah untuk menundanya.  

Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural dan fungsional tertentu 

yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.  

 

Kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah adalah kenaikan pangkat yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti proses belajar dan 

mendapatkan ijazah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka 



18 
 

dinaikkan pangkatnya. Dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dan untuk menjamin objektifitas pelaksanaan kenaikan pangkat 

melalui penyesuain ijazah maka Pemerintah Provinsi Lampung membuat suatu 

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/Ijazah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

 

2.6.1.2 Jenis-jenis Kenaikan Pangkat 

Jenis-jenis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP Nomor 

99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 

a. Kenaikan pangkat Reguler 

Kenaikan pangkat Regular adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa 

memperhatikan jabatan yang dipangkunya. 

 

b. Kenaikan pangkat Pilihan 

Kenaikan pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional 

tertentu. 
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c. Kenaikan pangkat Istimewa 

Kenaikan pangkat Istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa 

baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. 

 

d. Kenaikan pangkat Anumerta 

Kenaikan pangkat Anumerta adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang 

diberikan Pemerintah sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

tewas atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Negara. 

 

e. Kenaikan pangkat Dalam Tugas Belajar 

Kenaikan pangkat dalam tugas belajar adalah kenaikan pangkat yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang ditugaskan  mengikuti pendidikan atau 

latihan jabatan. Kenaikan pangkat ini diberikan dalam batas-batas jenjang oleh 

yang bersangkutan sebelum mengikuti pendidikan atau latihan jabatan dan 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  

 

Pegawai Negeri Sipil yang dalam tugas belajar apabila telah lulus dan 

memperoleh ijazah dapat menyesuaikan dengan syarat-syarat : 

-  Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. 

-  Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 

(satu) tahun terakhir (Pasal 20 PP Nomor 99 tahun 2000 Jo Pasal 20 PP Nomor 12 

Tahun 2002). 
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f. Kenaikan pangkat selama menjadi Pejabat Negara 

Bagi Pegawai negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan 

dari jabatan organik dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali, setingkat lebih tinggi 

dengan tidak terikat pada formasi, jenjang, pangkat dan jabatan. 

 

g. Kenaikan pangkat selama dalam Penugasan di luar Induk Instansi 

Kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil selama yang 

bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada proyek 

pemerintah, Perusahaan milik Negara, Organisasi Profesi, badan swasta yang 

ditentukan. 

 

h. Kenaikan pangkat selama menjalankan Wajib Militer 

Pegawai Negeri Sipil selama menjalankan Wajib militer tidak diberikan kenaikan 

pangkat, pemberian kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan pada saat 

pengangkatan kembali pada instansi induknya dengan memperhitungkan penuh 

masa kerja selama menjalani dinas tersebut dengan memperhatikan pangkat yang 

dimilikinya sebagai pelaksana wajib militer. 

i. Kenaikan pangkat yang memperoleh Ijazah 

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikemudian hari dapat 

memperoleh atau memiliki Surat Tanda tamat Belajar, Ijazah atau Akta dapat 

dinaikkan pangkatnya sesuai dengan STTB, Ijazah atau Akta yang dimiliki atau 

diperolehnya. 
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Kenaikan pangkat memperoleh  ijazah yang disesuaikan dengan persyaratan : 

1. Diangkat dalam jabatan /diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian  

yang sesuai dengan ijazah yang diperolehnya. 

2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. 

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 

satu(1) tahun terakhir. 

4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan 

fungsional tertentu; dan 

5. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat (Pasal 18 PP Nomor 99 Tahun 

2000 Jo Pasal 18 PP Nomor 12 Tahun 2002). 

 

j. Kenaikan pangkat Pengabdian 

Kenaikan pangkat yang diberikan sebagai penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang telah mencapai batas pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. 

 

2.6.2 Penggajian 

Suatu hal yang sangat berkaitan dengan pembinaan pegawai negeri adalah 

menyangkut gaji, sebab inti orang bekerja adlah gaji. Setiap Pegawai negeri 

berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung 

jawabnya ( Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 ). 
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Gaji yang adil dan layak  adalah bahwa gaji Pegawai negeri harus mampu 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai negeri yang 

bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. 

 ( Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 ). 

 

Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil keja seseorang. Pada 

umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua (2) sistem, yaitu 

Sistem Skala Tunggal dan Sistem Skala Ganda. 

 

Sistem Skala Tunggal adalah Sistem penggajian yang berpangkat saja dengan 

tidak atau kurang memperhatika sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya 

tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. 

 

Sistem Skala Ganda adalah Sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji 

yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat 

pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung 

jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. 

 

Selain dari pada kedua sistem penggajian yang dimaksud diatas, dikenal pula 

Sistem Penggajian Skala Gabungan, yang merupakan perpaduan antara Sistem 

Skala Tunggal dan Sistem Skala Ganda. Dalam Sistem  Skala Gabungan gaji 

pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu 

diberikan tunjangan kepada Pegawai yang memikul tanggung jawab berat, 

mencapai prestasi kerja yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang 
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sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan tenaga secara terus-menerus 

(Penjelasan UU Nomor 43 Tahun 1999). 

 

2.7 Tata Usaha Kepegawaian  

Tata Usaha Kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan 

dengan penerimaan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, 

penyimpanan, dan pemeliharaan, serta penyajian data kepegawaian dari masing-

masing pegawai negeri sipil secara tertib dan teratur sehingga mudah 

dikemukakan dan diperlukan apabila diperlukan. 

 

Untuk memperoleh data kepegawaian yang tepat, lengkap dan dapat dipercaya, 

maka disusun Tata Usaha Kepegawaian. Tata Usaha Kepegawaian akan berfungsi 

sebagai Bank Data Kepegawaian, secara bertahap data seluruh pegawai negeri 

sipil seluruh Indonesia akan direkam di BKN dan BKD untuk diadakan 

peremajaan (updating/pembaharuan) data. Pembaharuan secara bertahap 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme laporan, pengendalian, dan pengawasan 

data. 

 

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap instansi apabila terdapat mutasi 

kepegawaian dilingkungannya untuk melaporkan kepada badan yang bertanggung 

jawab (BKN dan BKD). Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana tersebut 

diatas, harus dilakukan sebaik-baiknya. 

 

 

 


